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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Keuangan Daerah 

Pengertian  keuangan  daerah  sebagaimana  dimuat  dalam  

penjelasan  peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang  

Pemerintahan menjelaskan  tentang  keuangan  daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pemerintah Daerah 

menyatakan bahwa  Pemerintah  Daerah berwenang  untuk mengatur  

dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas    

otonomi    dan tugas    pembantuan    dalam    bidang    keuangan    

daerah penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana 

secara optimal apabila penyelenggaraan  urusan pemerintahan  

diikuti  dengan  pemberian  sumber-sumber penerimaan  yang  cukup 

kepada  daerah.  Semua  sumber  keuangan  yang  melekat pada  

setiap  urusan pemerintah  yang  diserahkan  kepada  daerah  menjadi  

sumber keuangan daerah. 

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Putra (2010) sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah  
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daerah   untuk   memperoleh   informasi   tentang pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah.  Sistem informasi pengelolaan   

keuangan   daerah   diperlukan   oleh   pemerintah daerah sebagai 

salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan 

keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada 

pada pemerintahan daerah. 

Penerapan  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu  yang 

dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas 

implementasi  berbagai  regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan 

daerah  yang  didasarkan  pada asas  efisiensi,  ekonomis,  efektif, 

transparan,  akuntabel  dan auditable (Darmayani, 2014). 

Dari sistem   informasi   pengelolaan   keuangan   daerah,   

pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauhmana suatu  program 

atau kegiatan  telah  terlaksana,  sudah  seberapa  besar  penyerapan 

dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat  

dinilai  apakah  program  atau  kegiatan  yang  dilakukan sudah 

ekonomis, efisien dan efektif (Yuliani,2014). 

2.1.3. Regulasi Keuangan Daerah  

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 

No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya 

mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu 



12 

 

komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu 

keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. 

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP 

sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih 

lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 

KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan 

pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan 

pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk 

mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan). Dalam mencapai tujuan 

dimaksud, KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik 

internasional, diantaranya dengan mengadaptasi Internasional Pubtic 

Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh 

Internasional Federation of Accountant (IFAC). 
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Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk 

memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. 

Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan 

implikasinya negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas 

informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan 

serta menyulitkan pengauditan. 

Menurut (Mardiasmo, 2004) ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain:  

1) Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas 

sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 

2) Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor 

yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan 

independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam 

mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan 

kewajaran.  

3) Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan 

yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut 

dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan 

serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta 

tujuan sosial lainnya.  

4) Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh 

pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. 
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2.1.4. Penerapan Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, 

pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan 

dari suatu organisasi yang menyediakan informasi keuangan bagi para 

pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan 

yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-

lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya 

maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dari swasta. 

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu 

penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. 

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah 

sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi 

pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian 

manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, 

penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 

2004). 

Standar akuntansi publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

akuntansi sektor publik.di Indonesia standar yang berlaku adalah 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan yang memuat elemen-elemen standar akuntansi.  

Penetapan standar akuntansi pemerintah dilakukan oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dikembangkan dengan 
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berorientasi pada IPSAS. Standar yang dibentuk pun sebenarnya harus 

memperhatikan kendala-kendala para penggunan laporan keuangan 

diantaranya adalah:  

 Faktor Materialitas (materiality) 

Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan 

ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. FASB 

mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang 

dihilangkan atau salah saji informasi keuangan yang dilihat dari 

keadaan yang melingkupinya dan menyebabkan orang yang 

mengandalakan informasi tersebut mungkin akan berubah atau 

terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Karena 

auditor bertanggung jawab apakah terdapat salah saji secara 

material dalam laporan keuangan.Jika terdapat penemuan salah saji 

material maka auditor harus menyampaikannya kepada klien 

sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. 

 Konsistensi (consistency) 

Konsistensi mengacu kepada penggunaan metode baru atau teknik 

akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan 

organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. 

Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan 

kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode 

akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi 

memiliki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan 
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laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. 

Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi 

kinerja organisasi, maka organisasi itu perlu konsisten dalam 

menerapkan metode akuntansinya. 

 Keseragaman (uni-formity) 

Keseragaman (uniformity) merupakan prinsip yang dapat 

memengaruhi prinsip konsistensi dalam akuntansi. Menurut 

Belkaoui (2006), prinsip konsistensi adalah salah satu prinsip yang 

berkaitan dengan prinsip keseragaman dan komparabilitas. 

Belkaoui (2006) menyatakan bahwa prinsip konsistensi mengacu 

pada penggunaan prosedur yang sama untuk transaksi-transaksi 

yang berhubungan oleh perusahaan selama waktu tertentu. Oleh 

karena itu, prinsip konsistensi merupakan prinsip yang menyatakan 

bahwa setiap pencatatan atas transaksi dalam laporan keuangan 

harus menggunakan aturan serta prosedur yang sama. 

 Keterbandingan (comporability) 

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan 

pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami kesamaan dan 

perbedaan antara item. Berbeda dengan karakteristik kualitatif 

lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan item tunggal. 

Sebuah perbandingan memerlukan setidaknya dua item. Suatu 

informasi tentang pelaporan entitas akan menjadi lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan informasi yang sama tentang entitas 
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lain atau dengan informasi yang sama tentang entitas yang sama 

dengan perioda atau tanggal yang berbeda. Meskipun terkait 

dengan keterbandingan, namun konsistensi tidak dapat disamakan 

dengan keterbandingan. Konsistensi mengacu pada penggunaan 

metoda yang sama untuk item yang sama, baik dari perioda ke 

perioda dalam pelaporan entitas atau dalam satu perioda lintas 

entitas. Keterbandingan adalah tujuan, sedangkan konsistensi 

adalah alat untuk membantu mencapai tujuan tersebut. 

Ketepatan Waktu Standar akuntansi yang mempertimbangkan 

kebutuhan uniformity dapat mendukung terwujudnya good governance 

dengan sebenarnya. Tiga prinsip utama yang mendasari good 

governance adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, Laporan 

keuangan yang disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi 

yang menetapkan prinsip uniformity memudahkan agenda partisipasi, 

transparansi,dan akuntabilitas 

 

2.1.5. Good Governance 

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. 

Pemahaman good governance merupakan wujud penerimaan akan 

pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk 

mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam 

urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good 
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governance adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja 

baik pada perusahaan bisnis manufaktur (good corporate governance) 

ataupun perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik/pemerintahan 

(good government governance). Pemahaman good governance 

merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk 

mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas 

usaha. 

Adapun prinsip dasar konsep good governance meliputi: 1) 

Fairness (keadilan): DPRD dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen 

dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan 

keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 2) 

Transparency (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu 

transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit. 3) 

Accountability: menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam 

melaksakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, 

juga pelaporan. 4) Responsibility (pertanggungjawaban): memastikan 

dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar 

profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya, 

(Trisnaningsih, 2007). 

2.1.6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk untuk melaksanakan 
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ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan 

prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat 

dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan 

mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan 

transparan. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk 

menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai 

dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good 

governance dan clean government, pengawasan juga diperlukan untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, 

transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. 

Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat 

dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan 

pengawasan fungsional (Cahyat, 2004). 
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Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek 

yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh 

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 

pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk 

menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan 

fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun 

pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern 

pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Susmanto, 2008).  

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. 

Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas 

penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan 

APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Secara garis besar 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan 

Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua 

penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan 
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dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan 

yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka 

APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan 

pengawasan keuangan daerah.  

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem 

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output 

dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah 

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber 

pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran 

yang telah ditetapkan. 

Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah 

Berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan menteri Dalam 

Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Fungsi APBD adalah: 

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. 

2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 
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3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung 

arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 

6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus 

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian 

2.1.7. Pencegahan Fraud 

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja 

oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang 

bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang 

melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu 

keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013). 

Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan 

(irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang 

dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna 

mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Beberapa jenis 

fraud menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2016):  
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1. Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)  

Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu 

dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari 

perusahaan/lembaga.  

Seperti kita ketahui, asset perusahaan/lembaga bisa berbentuk kas 

(uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation 

dikelompokan menjadi 2 macam: 

1) Cash Misappropriation  

Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: 

penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek 

pembayaran untuk vendor) 

2) Non-cash Misappropriation 

Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: 

menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan 

pribadi). 

2. Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)  

ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam, yaitu: (a) 

financial; dan (b) non-financial. Saya lebih suka mengatakan: 

segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak 

seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong 

kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya: 

1) Memalsukan bukti transaksi 
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2) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang 

seharusnya, 

3) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten 

untuk menaikan atau menurunkan laba 

4) Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga 

aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang 

seharusnya. 

5) Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa 

sehingga liabiliats menjadi nampak lebih kecil dibandingkan 

yang seharusnya. 

3. Korupsi (Corruption)  

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu: 

1) Konflik kepentingan (conflict of interest) – kalimat yang 

paling tepat untuk mendeskripsikan. Contoh sederhananya 

begini: Seseorang atau kelompok orang di dalam 

perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki 

‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau 

badan usaha). Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena 

memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota 

keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga 

bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang 

manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk 

melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan 
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kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk 

tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: 

kolusi dan nepotisme. 

2) Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (briberies and 

excoriation) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, 

adalah tindakan fraud. Menyupa dan menerima suap, 

merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam 

kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan 

rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) 

apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam Pencegahan Fraud, tindakan 

fraud harus dicegah sedini mungkin. Karena efeknya bagi perusahaan 

sangat riskan. Bahkan, jika tidak dicegah, petugas lain berpotensi 

melakukan hal serupa. Untuk tindakan pencegahannya, yaitu: 

1. Sosialisasi SOP Anti Korupsi 

Selalu galakkan informasi tentang pentingnya anti korupsi. 

Sosialisasikan kabar ini lengkap dengan konsekuensi 

pelanggarannya. 

2. Memberikan Punishment atau Sanksi 

Pencegahan selanjutnya adalah berikan sanksi tegas pada pelaku 

fraud. Kalau perlu, jangan hanya pemecatan, tetapi bawa ke ranah 

hukum. Ini juga berlaku untuk para koruptor yang tidak pernah 

jera. Jika anda sudah mengerti dengan istilah Fraud. kini sudah 
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waktunya Anda untuk berbenah. Jauhi tindakan ini, karena selain 

berdosa, hidup Anda bisa habis di penjara. Ingat, fraud adalah 

tindakan kejahatan luar biasa. 

3. Melakukan Analisa Keuangan dengan Baik 

Langkah terakhir adalah lakukan analisa keuangan dan aset serta 

menghilangkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh petugas tidak 

bertanggungjawab. Jika perlu gunakan sistem kelola berbasis 

aplikasi yang lebih ketat dan aman. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai sumber 

referensi dan perbandingan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdalu 

No Nama Peneliti Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 Urip Santoso 

dan Yohanes 

Joni Pambelum. 

 

2008 Penerapan Akuntansi 

Sektor Publik (X1)  

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(X2)  Pencegahan 

Fraud (Y) 

Secara teoritis Penerapan 

Akuntansi Sektor Publik 

dan Pengawasan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Instansi Pemerintah akan 

berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah baik 

secara partial maupun 

secara bersama-sama. 

Sedangkan secara teoritis 

Penerapan Akuntansi Sektor 

Publik, Pengawasan 

Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Instansi Pemerintah, 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah akan 

berpengaruh terhadap 
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Pencegahan Fraud baik 

secara partial maupun 

secara bersama-sama. 

2 Elvira zeyn 

 

2011 Good governance 

(X1), standar 

akuntansi 

pemerintahan (X2)  

akuntabilitas 

keuangan (Y) 

komitmen 

organisasi sebagai 

variable pemoderasi 

Pemerintah Kota Bandung 

tetap memegang teguh agar 

terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa 

(good governance). Ini 

terlihat dari dilaksanakan 

tiga pilar  good governance 

yaitu transparansi informasi 

keuangan dan 

non keuangan, 

mengikutsertakan 

partisipasi masyarakat 

melalui peran DPRD 

sebagai legislatif, para 

akademisi dalam membantu 

membuat kajian, sistem dan 

prosuder keuangan daerah, 

aset daerah dan lainya 

3 Nugraeni dan 

M.Budiantara 

2015 standar akuntansi 

pemerintah (X1) 

kualitas laporan 

keuangan (X2) 

akuntabilitas kinerja 

(Y) 

Hasilnya  variabel 

penerapan  

standar  akuntansi  

pemerintah  berpengaruh  

terhadap  kualitas  laporan  

keuangan, tetapi tidak 

berpengaruh langsung 

terhadap akuntabilitas 

kinerja.  

Sedang  kualitas  laporan  

keuangan  secara  langsung  

berpengaruh  terhadap  

Akuntabilitas kinerja.  

Terbentuk  struktur  baru  

dari  analisis  jalur  yang  

didukung oleh bukti empiric 

Sumber : Penelitian Terdahulu 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikirann penelitian menggambarkan hubungan dari variabel 

independen, dalam penelitian ini variabel independen adalah penerapan akuntansi 

sektor publik (X1) kualitas laporan keuangan (X2) dan pengawasan pengelolaan 

keuangan (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud (Y). Berikut 

ini merupakan kerangaka pemikiran dari variabel–variabel penelitian diatas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

 

 

Keterangan: 

 = secara parsial                           

 = secara simultan 

 

 

Pengawasan 

pengelolaan keuangan  

(X3) 

 

Penerapan Akuntansi 

Sektor Publik 

(X1) 

Good Governance 

(X2) 

 

 

Pencegahan fraud  

(Y) 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap 

masalah yang diajukan (Santoso, 2015). Berdasarkan uraian sebelumnya dan 

mengacu pada penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pencegahan 

Fraud. 

Hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dengan fraud 

merupakan salah satu aspek pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan. 

Pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah 

pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang 

seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk 

mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan 

itu. Penelitian   yang   mengenai   penerapan akuntansi sektor publik   

pada  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dalam mencegah fraud  

diantaranya:  (Santoso & Pambelum,  2008) yang  menyatakan  Secara 

teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap 

kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara partial 

maupun secara bersama-sama. Sehingga dari paparan di atas hipotesis 

yang di ajukan adalah: 

Ho1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 



30 

 

Ha1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 

2. Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Fraud. 

Penelitian (Zeyn, 2011) menujukkan bahawa Good governance 

dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan 

yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab 

(accountable) pada publiknya. Good governance adalah, 

penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta 

efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang 

konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society). 

Sehingga dari paparan di atas hipotesis yang di ajukan adalah: 

Ho2 : Good Governance tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. 

Ha2 : Good Governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud. 

3. Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dalam Pencegahan Fraud. 

Anggaran   yang   disusun   oleh   pihak   eksekutif   dikatakan   

transparansi   jika   memenuhi   beberapa   kriteria   berikut (Mardiasmo,   

2003),: 1)Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia 

dokumen anggaran dan mudah diakses, 3)Tersedia laporan  

pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4)Terakomodasinya  suara/usulan  

rakyat,  5)Terdapat  sistem  pemberian  informasi  kepada publik. Sejalan 

dengan penelitian (Werimon, 2007) dan (Effendy, 2010) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan 
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antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah 

(APBD) . Sehingga dari paparan di atas hipotesis yang di ajukan adalah: 

Ho3: Pengawasan Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap 

Pencegahan fraud. 

Ha3: Pengawasan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap 

Pencegahan fraud. 

4. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud 

Penelitian menurut (Trianingsih, 2007) mengatakan bahwa hal ini 

menunjukkan bahwa 1) pemahaman good governance tidak berpengaruh 

langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung 

melalui independensi auditor. 2) gaya kepemimpinan berpengaruh 

langsung terhadap kinerja auditor, tetapi komitmen organisasi bukan 

merupakan intervening variabel dalam hubungan antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 3) Budaya organisasi tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun secara tidak 

langsung komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja auditor.  Sehingga dari paparan di atas 

hipotesis yang di ajukan adalah: 

Ho4: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap 

Pencegahan fraud. 
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Ha4: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap 

Pencegahan fraud. 

 

 


